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BAB I 
  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penerimaan pajak merupakan sumber negara yang utama yang digunakan 
untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Tugas mulia administrasi 
perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal 
Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah 
Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang 
menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan 
dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, 
yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor 
pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan 
undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tingg.
1
 
Pengelolan pajak dinegara kita berkembang dengan dinamis melalui 
perubahan seperti organisasi, sistem sarana, dan prasarana kerja, peraturan maupun 
aparat yang mengelola pajak, telah memberikan kontribusi yang meningkat bagi 
penerimaan Negara. Roformasi perpajakan lebih banyak di artikan sebagai kebutuhan 
akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan 
tarif pajak yang progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan 
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Terbaru ( Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011), h. 15.  
  
manfaat bagi wajib pajak dari pembayaran pajaknya. Ketiadaan jaminan ini 
menyebabkan kurang terjadinya perubahan kesadaran membayar wajib pajak 
sehingga sifat memaksa untuk membayar di berlakukan yang  apabila memungat 
pajak tidak sesuai aturan maka itu haram. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam 
surah QS An-Nisa:29. 




 
Terjemahan: 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil…”QS An-Nisa : 29.2 
  
Dalam ayat di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 
yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.
3
 
Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan 
ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, 
perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan 
dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa 
penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, 
agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang 
tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan 
                                                             
2Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an. Al-Qur’an dan terjemahannya (Cet. 8; 
Bendung: Al-Mizan Publishing House, 2011), h. 
3
Muhammad Aqil Muzakki, Op.cit. 
  
memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang 
dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2009-2014 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni 
pajak, bea dan cukai, serta anggaran. 
Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan 
mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi 
perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan 
perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin 
diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara 
optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima 
kepada Wajib Pajak. 
Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran 
administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, 
dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan 
penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Pengukuran efektifitas 
administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya 
jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya 
dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor 
perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari 
kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 
pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi 
  
penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya 
menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan 
berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan 
wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi 
tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri 
diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak.4 
Reformasi Perpajakan dilakukan bertahap.Tahap pertama dilakukan antara 
tahun 2002-2009. Pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan 
dua buah perubahan mendasar. Pertama adalah Reformasi Administrasi yang meliputi 
restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis, dan penyempurnaan sistem 
manajemen sumber daya manusia. Sedangkan yang kedua dilakukan Reformasi 
Kebijakan, yaitu dengan amandemen atas beberapa undang-undang perpajakan dan 
juga pemberian stimulus fiskal. 
Tahap kedua reformasi perpajakan dilakukan antara tahun 2009-2012. Pada 
tahap ini perubahan DJP difokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia 
dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Pengelolaan 
terhadap sumber daya manusia merupakan sebuah perubahan subtansial dan belum 
pernah dijalankan pada perubahan sebelumnya. 
Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan 
intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi antara lain, 
                                                             
4 Chaizi Nasucha, Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak (Bandung:  Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran , 2004), h. 12. 
  
meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan 
memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga 
hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan 
modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua 
belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak.
5
 
Direktorat Jenderal perpajakan menggulirkan reformasi administrasi perpajakan 
jangka menengah ( 3-5 tahun) dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan yang 
tinggi, tingkat kepercayan terhadap administrasi perpajakan memiliki ciri yang 
khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan, 
pegawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak.  
Prosedur organisasi melalui perbaikan pelayanan satu pintu melalui Account 
Representantative yang  bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi 
administrasi perpajakan beberapa wajib pajak, penyederhanaan prosedur administrasi, 
meningkatkan standar waktu, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak dengan 
dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan 
dan penagihan pajak. 
Strategi Organisasi dengan kampanye sadar dan peduli pajak simplikasi 
administrasi perpajakan, intensifikasi penerimaan pajak.Budaya organiasi melalui 
perbaikan program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good 
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Liberti Pandiangan, Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Bedasarkan UU 
Terbaru ( Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008), h. 7. 
  
governance) dicirikan oleh adanya kode etik pegawai.Pemberian Tunjangan Kegiatan 
Tambahan (TKT) kepada pegawai pajak, fasilitas perkantoran modern. 
Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan 
sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur 
organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi 
berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui 
pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung 
keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti 
kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system Seperti e-SPT, e-
Filing, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme 
kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas 
dan pelaksanaan good governance.
6
 
Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan 
perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan 
perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik 
di masyarakat. 
                                                             
6
Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Bandung.Jurnal Akuntansi1, no. 2 (2009): 
h. 2. 
  
Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax complience) dapat diidentifikasi 
dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 
tunggakan. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sri 
Rahayu dan Ita Salsalina Lingga pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung “X” 
dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survei. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sistem administrasi 
perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak yang artinya hasil dipenelitian tersebut tidak sesuai dengan tujuan 
modernisasi, yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul yang sama pada KPP yang berbeda. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada dimensi yang 
digunakan untuk mengukur variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 
kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dengan mengambil judul: 
“Pengaruh Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara”.  
 
 
  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang ditelah dikemukakan diatas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini,  
1. Apakah struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan 
budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ? 
2. Variabel manakah paling dominan yang  mempunyai pengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak ? 
C. Hipotesis 
Hipotesis adalah pernyataan tentatife yang merupakan dugaan atau terkaan apa 
saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Dimana  Konsepdari 
modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan 
pelaksanaan good governance. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan 
kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu 
produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni 
reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi 
perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, 
baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak.
7
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1. Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pengaruh ini ditujukan dengan rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja 
yang efisien dari koordinasi yang efektif dari kegiatan- kegiatan anggota organisasi.
8
 
Hal ini dipertegas oleh Zain kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan 
kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana 
wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 
menghitunh jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang 
terutang tepat pada waktunya.  
H1 = Struktur Organisasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
2. Pengaruh Prosedur Organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Prosedur organisasi adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan 
rangkaian kegiatan yang saling  berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai 
tujuan tertentu. Prosedur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak.
9
 Secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan 
dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya 
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Liberti Pandiangan, Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Bedasarkan UU 
Terbaru, h. 25. 
  
unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini di dasarkan 
pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar 
terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan hokum. Sedangkan teori konsensus, dasar 
legalitas hokum. Teori inilah yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan 
sukarela wajib pajak. Agar tercapainya kepatuhan dan verifikasi yang efektif. 
H2 = Prosedur organisasi mempunyai pengaruh  positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
3. Pengaruh Strategi Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Strategi organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dapat diketahui 
melalui penyampaian informasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan yaitu dengan 
penyusunan konsep antara lain program, sistem, dan metode yang sistematis, dan 
konferhensif, tingkatkan kualitas sumber daya manusiannya dengan diklat 
penyuluhan perpajakan. Simplifikasi administrasi perpajakan, Intesifikasi penerimaan 
pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib.
10
 Didukung penelitian zain kepatuhan 
wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 
perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha 
untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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H3 = Strategi organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dapat diketahui 
melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan professional, 
antara lain melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai 
yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, 
pelatihan dan program pengembangan self capacity, reward and punishmen, 
reformasi, nilai, moral, dan komitmen terhadap tugas.
11
 Di dukung pernyataan 
soemitro tentang kepatuhan teori consensus berdasarkan legalitas hokum. Teori inilah 
yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan 
wajib pajak adalah suatu yang menunjukan ketaatan serta kesadaran yang dimiliki 
oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
H4 = Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak  
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Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, h. 6. 
  
5. Strategi Organisasi paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Strategi organisasi mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib 
pajak disebabkan prosedur yang dilaksanakan sudah sepenuhnya diterapkan secara 
maksimal baik strategi non finansial dan strategi finansial.
12
 
H5 = Strategi organisasi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam penelitian ini pengukuran variabel yang digunakan adalah : 
a. Variabel bebas atau Independen 
Variabel Independen atau variabel bebas digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Struktur Organisasi (X1) adalah pendekatan modernisasi yang 
berusaha mengatasi masalah-masalah organisasi yang berskla 
besar, guna mengatasi biropatologi dan disfungsi organisasi pada 
KPP Pratama Makassar Utara. 
2. Prosedur Organisasi (X2) adalah penyempurnaan administrasi 
dalam model pemberian pelayanan dan pemeriksaan yg sudah 
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disesuaikan dengan tuntuntan undang-undang, masyarakat, serta 
biaya yang tersedia pada KPP Pratama Makassar Utara. 
3. Strategi Organisasi (X3) adalah penyempurnaan dengan 
melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasiKPP 
Pratama Makassar Utara. 
4. Budaya Organisasi (X4) adalah penyempurnaan yang berkaitan 
dengan kebiasaan dan cara hidup dalam kerja organisasi di KPP 
Pratama Makassar Utara. 
b. Variabel terikat atau dependen 
Kepatuhan wajib Pajak (Y) adalah Ketaatan serta kesadaran yang dimiliki 
oleh wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak 
perpajakannya melalui pelaporan surat Pemberitahuan SPT, laporan penyelesaian 
tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak 
terutang. 
E. Kajian Pustaka 
Sesuai dengan model penelitian yang peneliti ajukan, terdapat beberapa 
penelitian-penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan judul penulis. Yaitu 
sebagai berilkut: 
 
 
 
  
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 
1 
 
 
 
2. 
 
 
 3. 
 
 
 
 
4. 
Sofyan (2005) 
 
 
 
Rahayu dan Lingga 
(2009) 
 
 
Rapina, dkk (2011) 
 
 
 
 
 
 
Hasan dan siti ( 2009) 
Pengaruh Penerapan Sistem 
Administrasi Perpajakan Modern 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak di 
Lingkungan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Wajib 
Pajak Besar. 
 
Pengaruh Modernisasi Sistem 
Administrasi Perpajakan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Pengaruh Penerapan Sistem 
Administrasi Perpajakan Modern 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Pengaruh Sistem Administrasi 
Perpajakan Modern Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang. 
 
 
 
 
 
Pengaruh sistem Administrasi 
Perpajakan Modern Terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Madya 
Palembang. 
Menyimpulkan bahwa sistem 
administrasi perpajakan modern 
mempunyai pengaruh besar terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di 
lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal 
Pajak Wajib Besar. 
 
 
Penelitian ini dilaksanakan di KPP 
Pratama Bandung. Kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil pengujian adalah 
sistem administrasi perpajakan modern 
tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Hasil yang diperoleh adalah besarnya 
kontribusi atau pengaruh penerapan 
sistem administrasi perpajakan modern 
yang terdiri dari sub variabel struktur 
organisasi, prosedur organisasi, strategi 
organisasi, dan budaya organisasi 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Bandung Cibeunying 
adalah 79,74%. 
 
Secara simultan ada pengaruh antara 
struktur organisasi, prosedur 
organisasi, strategi organisasi dan 
budaya organisasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak, dimana nilai F hitung 
2.865 > F tabel 2.48. 
Secara parsial, struktur organisasi, 
prosedur organisasi, strategi organisasi 
dan budaya organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak tidak memiliki 
pengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
pajak, dimana nilai nilai t tabel lebih 
besar dari t hitung. 
 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  
  
a. untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, 
strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada Kantor Pelayananan Pajak Pratama Makassar Utara. 
b. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan bagi pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya: 
a. Bagi lembaga instansi dan perusahaan terkait. 
Penelitian inidapat memberikan gambaran mengenai sistem administrasi 
perpajakan yang diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik di 
kemudian hari. 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa 
jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan 
sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut. 
c. Bagi masyarakat 
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat berguna 
sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan 
terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. 
 
  
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Teori Kepatuhan (compliance theory) 
 Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan 
berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan 
aturan.
13
 
 Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai 
perusahaan.Hal tersebut berarti setiap perusahaan harus mematuhi seluruh aturan 
yang berlaku seperti kode etik perusahaan, aturan pemerintah, UU, dan lain 
sebagainya. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang khususnya Wajib Pajak 
untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu Wajib Pajak 
untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan 
dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat 
teguran.
14
 
Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian 
laporan keuangan tahunan perusahaan go public di Indonesia telah diatur dalam 
Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam 
Peraturan Bapepam tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. 
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Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap 
perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal 
Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat 
waktu kepada Bapepam.Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory).
15
 
Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang 
psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi 
dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (Saleh, 
2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada 
hukum, yang disebut instrumental dan normatif.
16
 
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh 
kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan 
dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap 
sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi Seorang individu 
cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan 
norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal 
(normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum 
tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui 
legitimasi (normative commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan 
karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. 
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Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu: 
17
 
1. Keturunan Keturunan diartikan sebagai  pembawaan yang merupakan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruh faktor keturunan bagi perilaku diperlukan 
pengembangan pada masa pertumbuhannya. 
2. Lingkungan, Lingkungan dalam pengertian psikologi adalah segala apa yang 
berpengaruh pada diri individu dalam berperilaku. Lingkungan sebagai faktor  yang 
berpengaruh bagi pengembangan sifat dan perilaku individu mulai mengalami dan 
mengecap alam dan sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak 
dari pengaruh lingkungan, oleh karena itu lingkungan selalu tersedia di sekitar kita.
18
 
B. Pemahaman Tentang Pajak 
 1. Pengertian Pajak 
Pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, lebih 
menekankan bahawa pajak itu adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara. La Ode 
Husen menedefinisikan pajak sebagai kewajiban pajak baik orang atau badan untuk 
menbayar sejumlah uang kepada Negara berdasarkan undang-undang, bersifat 
memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan Negara.
19
 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 
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dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
20
 Peraturan perpajakan 
seringkali mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan.Tujuan 
penyempurnaan ini adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan 
pajak yang dilakukan yaitu dengan pengenaan tarif berbeda pada WP perorangan dan 
WP badan.
21
 
Pajak juga diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22
Wajib pajak adalah oranmg 
pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pajak badan 
adalah pajak yang dikenakan kepada sekumpulan orang dan/atau modal yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, koperasi, dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23
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23
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Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-
Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang 
ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut 
Shahibul Maks atau Al-Asysyar.
24
 Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara 
umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana 
firman Allah: 




 
Terjemahan: 
“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan 
berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah 
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. QS At-Taubah: 41.
25
 
 



 
Terjemahan: 
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganah kamu 
menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 
QS Al-Baqarah: 195.
26
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 2. Jenis-Jenis Pajak 
Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga 
pemungutnya, yaitu :
27
 
1) Menurut golongannya  
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 
Pertambahan Nilai. 
2) Menurut sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contohnya : Pajak Penghasilan. 
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah 
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3) Menurut lembaga pemungutannya 
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak 
Pertambahan Nilai. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas : 
a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor. 
b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan. 
 3. Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak, yaitu:
28
 
1) Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: 
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a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk  
Indonesia di pasaran dunia. 
 4. Syarat Pemungut Pajak 
Syarat pemungut pajak menuru, yaitu:
29
 
a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak 
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 
warga negaranya. 
c) Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
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Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh 
undang-undang perpajakan yang baru. 
 5.  Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 
   Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:
30
 
1) Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 
perlindungan) masing-masing orang.Semakin besar kepentingan seseorang terhadap 
negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 
2) Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 
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Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu: 
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 
yang dimiliki oleh seseorang. 
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 
yang harus dipenuhi. 
3) Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa 
pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
4) Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.Maksudnya memungut 
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 
negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam 
bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan 
seluruh masyarakat lebih diutamakan. 
 6. Asas-asas Pemungutan Pajak 
  Asas pemungutan pajak, antara lain:
31
 
1. Asas Domisili 
Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak.Wajib 
Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas 
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segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut 
undang-undang dikenakan pajak. 
2. Asas Sumber 
Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak 
diperoleh.Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh jika di suatu 
negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak 
tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 
3. Asas Kebangsaan 
Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan 
kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang 
menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu 
negara. 
 7.  Sistem Pemungutan Pajak 
  Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:
32
 
1. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk  menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
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b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak untu menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya: 
a)  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri, 
b)  Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang, 
c)  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.  
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  
C. Sistem Administrasi Perpajakan 
Administrasi merupakan “suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang 
digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan 
material melalui koordinasi dan kerjasama dan administrasi pajak dalam arti sebagai 
  
prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, 
pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.
33
 
Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat 
efisiensi.Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak 
dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak 
(antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada 
jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan 
pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, 
pemungutan pajak dikatakan efisien jika compliance cost-nya rendah . 
Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak 
tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor 
perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem withholding) seperti 
memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas 
sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para 
professional.
34
 
D. Reformasi Administrasi Perpajakan  
 Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi 
perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang 
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efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini 
meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan 
kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh 
dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi 
pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang 
telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan 
globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses 
dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi 
pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh 
sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.
35
 
 Penerapan sistem admnistrasi perpajakan modern melalui program dan 
kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah berikut 
ini diuraikan dalam dimensi-dimensi sistem administrasi perpajakan. Dengan 
mendasarkan pada toeri Caiden (1991), menurut Nasuscha, empat dimensi reformasi 
administrasi perpajakan,yaitu:
36
 
1. Struktur Organisasi. 
a. Pengertian Struktur Organisasi 
Mengutip Adi wisatra dalam penelitian sofyan bahwa struktur 
organisasi adalah unsure yang berkaitan dengan pola-pola peran yang 
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sudah ditrentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub 
unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi 
admnistrasif, dan jaringan komunikasi formal.
37
 
Menurut Robinson dalam penelitian Nasucha struktur organisasi 
mengandung pengertian tentang bagaimna tugas kerja akan dibagi, 
dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.
38
 
Menurut Amirullah dan Budiyono struktur organisasi dapat 
didefinisikan sebagai suatu sistem jaringan kerja terhadap tugas-tugas, 
sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama 
pekerjaan invidual dan kelompok oleh karena itu, sebuah struktur 
organisasi hendaknya mengalokasikan pekerjaan melalui sebuah divisi 
pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga 
sasaran organisasi terlaksana dengan baik.
39
 
Suatu struktur organisasi biasanya digambarkan pada peta atau 
skemaorganisasi. Skema organisasi ini memberikan gambaran mengenai 
keseluruhankegiatan serta proses yang terjadi pada organisasi. Terdapat 
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empat komponen dasar yang merupakan kerangka dalam memberikan 
definisi dari struktur organisasi, yaitu :
40
 
1) Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian 
tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-
bagian, pada suatu organisasi;  
2) Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan 
pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi. 
Tercakup dalam hubungan pelaporan yang resmi ini banyaknya 
tingkatan hirarki serta besarnya rentang kendali dari semua 
pimpinan diseluruh tingkatan dalam organisasi; 
3) Struktur organisasi menetapkan kelompok individu menjadi 
bagiandari organisasi, dan pcngelompokan bagian-bagian tersebut 
menjadibagian suatu organisasi yang utuh; 
4) Struktur organisasi merupakan sistem hubimgan dalam organisasi 
yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan 
pengintegrasian segenap kegiatan suatu organisasi, baik ke arah 
vertical maupun horizontal. 
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b. Perubahan Struktur Organisasi 
1) Sebagai wujud pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan 
danpemeriksaan, pendelegasian otoritas kegiatan, sistem pelaporan 
secararutin, jalur pengawasan tugas dan pemeriksaan. Sistem 
administrasi perpajakan modern struktur organisasi dirancang dengan 
paradigm berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara 
Kanwil danKPP, dimana KPP bertanggung jawab melaksanakan fungsi 
pelayanan,pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil 
bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan 
operasional. 
2) Menyelesaikan dan menyempurnakan Sistem Informasi Perpajakan 
(SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). Sistem 
Informasi Perpajakan (SIP) dikembangkan menjadi Sistem Administrasi 
Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemen kasus 
(case management system) dalam sistem pemantauan proses 
administrasi perpajakan (workflow system), dimana mengacu pada 
otomasi kantor seperti pelayanan, pengawasan pelaksanaan tugas serta 
pelaporan yang dirancang sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3) Sistem monitoring pelaporan rutin melalui rekening Wajib Pajak 
(Taxpayers Account). Transparansi pelayanan dan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak didukung dengan Taxpayers Account 
  
yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahan yang 
terjadi pada hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai akibat dari 
pembayaran pajak, penetapan, keberatan, pemindahbukuan, Surat 
Pemberitahuan (SPT), dan beberapa dokumen perpajakan lainnya. 
4) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan. Dilakukan melalui 
penetapan standar kinerja perpajakan, penerapan kode etik pegawai bagi 
pegawai pajak dan dibentuknya Komite Kode Etik, serta kerjasama 
dengan Komite Ombudsman Nasional semakin melengkapi perangkat 
pengawasan tugas dan pelayanan dan pemeriksaan. 
 
2. Prosedur Organisasi 
a. Pengertian Prosedur Organisasi  
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, 
pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. 
Sedangkan pembahasan dan pemahaman prosedur organsasi atau 
sberpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
41
 
Schein dalam penelitian Nascuha menyatkan bahwa sosialisasi 
organisasi adalah proses mempelajari sesuatu yang dipelajari tentang 
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apayang terpenting dalam sebuah organisasi atau sub unit yang berada 
didalamnya.
42
 
Modernisasi prosedur organisasi melalui Pelayanan satu pintu 
melalui Account Representative. Salah satu ciri khas dari Kantor 
pelayanan pajak adalah adanya Account Representative (AR). Pengertian 
Account Representative (AR) adalah sebagai berikut:
43
 
“Account Representative adalah seorang petugas perpajakan 
yangmelaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan 
kewajibanWajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak, 
dan bertugasuntuk tugas konsultasi, jika Wajib Pajak memerlukan 
informasi atau hallainya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban 
perpajakannya”. 
 
b. Perubahan Prosedur  Organisasi 
 
1) Pelayanan satu pintu melalui Account Representative (AR) yang 
bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi 
perpajakan beberapa wajib pajak. Account Representative (AR) adalah 
seorang petugas perpajakan yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan 
terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan melayani penyelesaian 
hak Wajib Pajak, dan bertugas untuk tugas konsultasi, jika Wajib Pajak 
memerlukan informasi atau hal lainya terkait pelaksanaan hak dan 
kewajiban perpajakannya. 
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2) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu 
dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak 
3) Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, 
pengawasan 
4) Untuk mengakses dan mempercepat suatu pelayanan melalui program 
komputerisasi 
5) Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
3. Strategi organisasi 
a. Pengertian Strategi Organisasi 
Ariyanto (2007) mengutip dari “ Advanced Strategic Management” 
strategi organisasi pada dasarnya untuk menciptakan “fit” atau “match” 
antara kapabilitas internal organisasi dan peluang eksternal. Alat analisis 
untuk menciptakan “fit” atau “matchadalah anailisis SWOT.44 
Strategi organisasi dipandang siasiat, sikap pandangan dan tindakan 
yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan 
sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat 
dicapai dengan berhasil dan selamat.Strategi berkembang dari waktu ke 
waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
45
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Dimensi strategi yang memperlihatkan yang banyak implikasinya 
terhadap struktur organisasi diantaranya.Inovasi, sampai sejauhmana 
organisasi dapat memperkenalkan suatu produk atau jasa yang baru. 
Deferensiasi, menciptakan kesetuaan kepada pelanggan dengan cara 
memenuhi kebutuhan tertentu secara khusus. Breadth, memperluas pasar 
yang dilayani. Cost Control, memperhatikan sejauh mana organisasi 
mampu mengontrol biaya secara ketat.
46
 
Adapun penerapan modernisasi Strategi Organisasi yaitu :
47
 
a. Sensus Pajak Nasional 
Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data 
mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas 
basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi 
atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
b. Kampanye sadar dan peduli pajak 
c. Simplifikasi administrasi perpajakan  
d. Intensifikasi penerimaan pajak, melalui: 
e. Mengembangkan mekanisme internal quality control atas 
pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan, serta melaksanakan 
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pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima; 
membangun sistem komunikasi yang efektif untuk 
mendapatkan feedback. 
f. Merancang, mengusulkan, dan merealisasikan kebutuhan 
investasi sehubungann dengan reorganisasi dan penerapan 
Sistem Administrasi Perpajakan Modern. 
g. Melalukan review pelaksanaan reorganisasi, pengukuran 
kinerja, pengukuran kepuasan Wajib Pajak, pertemuan rutin, 
dan kunjungan rutin untuk mendapatkan feedback. 
h. Melakukan penyempurnaan sistem manajemen SDM antara 
lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja 
administrasi perpajakan, pembentukan unit pengukuran 
kinerja, dan pembentukan gambaran/sifat pokok skema 
tunjangan kegiatan tambahan bagi pegawai pajak. 
4. Budaya Organisasi  
a. Pengertian Budaya Organisasi 
 Schermon (2001) atau budaya mengandung pengertian sebagai 
seperangkat kepercayaan, nilai dan pola perilaku yang dapat diterima oleh 
sekelompok orang. 
 Schein menyatakan budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem 
penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dan 
  
mengarahkan prilaku anggota-anggota organisasinya. Suatu budaya yang 
kuat dapat mencapai hasil yang sama tanpa perlu dokumentasi tertulis. 
 Kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama 
yang di anut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari 
organisasi-organisasi lainnya.
48
  
 Modernisasi budaya organisasi yaitu sebagai berikut:
49
 
a. Adanya program pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good 
governance). 
Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dicirikan oleh 
adanya kode etik pegawai Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002. Beberapa 
langkah-langkah dalam menyiapkan good governance itu yakni 
dengan:  
1. Menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan 
efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian 
Keuangan dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional. 
                                                             
48
Stephen Robbins, Perilaku Organisasi, h. 5. 
49
Liberti Pandiangan, Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Bedasarkan UU 
Terbaru , h. 30. 
  
2. Penyiapan SDM yang berkualitas dan professional, antara lain 
melaluipelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan 
pegawai yangdisesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, 
reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan 
self capacity, reward andpunishment, reformasi moral, dan etika. 
b. Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan kepada pegawai pajak. 
c. Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) selain tunjangan lain 
yang telah diberikan berdasarkan Kep. Menkeu. Nomor 37 
269/KMK.03/2004 tanggal 31 Mei 2004. Besarnya TKT dibedakan 
berdasarkan golongan/eselon untuk TKT Pelaksana dan Pejabat 
Struktural sedangkan TKT Pejabat Fungsional dibedakan untuk 
Pemeriksa Pajak Ahli dan Pemeriksa Pajak Terampil. 
d. Fasilitas perkantoran modern 
 Perkantoran modern dengan keseluruhan operasi berbasis teknologi 
dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan 
mutu dan menunjang upaya administrasi perpajakan di seluruh 
Indonesia. 
E. Sistem Modernisasi Perpajakan di Indonesia 
Sejak awal dekade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang 
melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan DJP, Departemen Keuangan.Hal itu 
dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan good governance dan pelayanan prima 
  
kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntunan pelayanan yang lebih baik dari 
stakeholders perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor 
Pusat, Kantor Wilayah, dan KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional 
perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengondisikan dan 
menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan 
sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-
masing. 
Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut 
ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 yang 
membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers’ Office) yaitu KPP WP 
Besar I dan KPP WP Besar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani 
Wajib Pajak-Wajib Pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh Indonesia 
dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN.
50
 
Setelah itu berturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP 
modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan Kepmenkeu No. 519/KMK.01/2003 jo. 
587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang juga berkedudukan di Jakarta 
meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan 
Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan Kepmenkeu No 
254/KMK.01.2004 dibentuk KPP untuk pembayar pajak menengah (Medium 
Taxpayers Office) yang kemudian disebut KPP Madya. Selanjutnya dalam kurun 
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waktu 2 tahun sejak 2006 hingga 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP pembayar 
pajak kecil (small taxpayers office), yang kemudian disebut KPP pratama. 
Sesuatu yang baru kita temui di KPP modern saat ini adalah keberadaan 
Account Representative (AR).AR adalah adalah jabatan baru yang diperkenalkan 
dalam struktur organisasi modern DJP RI.AR berada pada seksi pengawasan dan 
konsultasi (Waskon).
51
 
Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi 
perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang 
pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, 
bidang peraturan dan bidang pengawasan.
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F. Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan  
Konsep dan tujuan modernisasi menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai 
berikut: 
1). Konsep Umum 
Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi: 
 Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah: 
a) Debirokratisasi, 
b) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, 
c) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi 
keberatan, 
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d) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola 
dengan KPP, 
e) Adanya “internal audit” dan “change program” unit, dan 
f) Lebih efisien dan “customer oriented”. 
 Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep: 
a) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi, 
b) Efisien dan “customer oriented”, 
c) Sederhana dan mudah dimengerti, dan 
d) Adanya built-in control 
 Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya 
adalah: 
a) Berbasis kompetensi, 
b) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi, 
c) Customer driven, dan 
d) Continous improvement. 
4. Tujuan Modernisasi Perpajakan 
Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang 
dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: 
a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi; 
b) Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan 
yang tinggi; dan 
c) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 
  
G. Kepatuhan Wajib Pajak  
  Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 
Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 
perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 
Misalnya ketentuan bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib 
pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 
sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi 
ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
53
 
Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif 
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-
undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib 
pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) 
sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 
Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan 
tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang 
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dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan 
timbul kalau salah satu syarat defenisi tidak terpenuhi.
54
 
Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem 
administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum 
perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi 
kewajiban perpajakan juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh 
mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum 
banyak dilakukan, hal ini disebabkan kesulitan mendapatkan responden.Secara 
intuitif, dapat diduga tidak seorangpun suka membayar pajak, ketidaksukaan 
membayar pajakakan dilakukan dengan tidak mentaati peraturan perpajakan, 
khususnya besarnya pajak yang dibayarkan.Wajib Pajak memiliki naluri alamiah 
menyembunyikan informasi perilaku ketidakpatuhan mereka dan berusaha 
menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga.
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Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa kepatuhan Pengusaha kena pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib 
pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam 
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perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam 
pembayaran tunggakan pajak terutangnya. 
I. Kerangka Pikir 
Kerangka teoretis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana 
seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang 
dianggap penting untuk masalah. 
Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODELOGI  PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk 
penelitian survei.Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan.
56
 
Penelitian ini menggunakan penelitian analisis.
57
Penelitian analisis adalah 
penelitian yang desain risetnya dimulai dari teori dan berakhir pada fakta, oleh 
karenanya dalam riset ini terlibat satu atau lebih hipotesis 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang 
berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN, KP 15, Makassar 90232.Adapun target 
waktu penelitian yaitu kurang lebih 3 bulan. 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
58
Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
59
 
Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Utara.Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan 
purposive samplingyang merupakan bagian dari metode non-probability sampling.
60
. 
Sampel ditentukan dari petugas pajak dibagian subag umum, pengolahan data dan 
informasi, kelompok fungsional pemeriksaan,ekstensifikasi  serta pada bagian 
pengawasan dan konsultasi. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara data 
subyek dan data dokumenter. 
1) Data subyek (self report data) 
Data subyek yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang 
dibagikan kepada responden. 
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2) Data dokumenter (Documentary Data) 
Data dokumenter yang digunakan yaitu data-data mengenai KPP Pratama 
Makassar Utara.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1) Data Primer, 
Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dalam hal ini Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang belum diolah dan perlu 
dikembangkan sendiri oleh penulis, misalnya data hasil dari wawancara atau hasil 
pengisian kuisioner. 
2) Data Sekunder, 
Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh peneliti, 
misalnya dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait 
yang ada di KPP Makassar Utara. 
2) Kuesioner (angket), menurut Hariwijaya merupakan alat pengumpulan data 
yang berupa serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab reponden. 
Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada petugas pajak di KPP 
Pratama Makassar Utara . 
3) Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari 
perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari 
  
literatur, buku, dan bahan tulisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan 
penelitian. 
E. Intsrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.Kuesioner 
yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliable. 
Tabel 3.1  
Pengukuran Variabel 
Variabel Sub Variabel 61 Indikator62 Skala 
X1 Struktur organisasi  
 
 
 
 
a. Pembenahan fungsi 
pelayanan danpemeriksaan 
b. Sistem pelaporan secara 
rutin 
c.  Jalur pengawasan tugas 
pelayanandan pemeriksaan 
d. Otoritas formal melalui 
pengambilan keputusan. 
e. Penyesuaian komunikasi 
 
 
Likert 
X2 Prosedur organisasi a. Perubahan metode 
pelayanan danpemeriksaan 
b. Penyederhanaan prosedur 
administrasi 
c. Penggunaan Teknologi 
Informasi 
d. Pelayanan dan informasi 
melalui komputerisasi 
e. Informasi internal 
 
Likert 
X3 Strategi Organisasi a. Adanya Sosialisasi melalui 
media elektonik dan cetak. 
b. Pemberian pelayanan yang 
optimal 
c. Fasilitas sarana dan 
prasarana 
d. Penggunaan dana 
operasional 
e. Perbandingan pelayanan 
dan pemeriksaan dengan 
permintaa n publik 
 
likert 
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X4 Budaya organisasi a. Kode Etik Pegawai DJP 
b. Pemahaman misi dan 
tanggung jawab organisasi 
c. Tugas dan tanggung jawab 
dengan prosedur organisasi 
d.  Komitmen pegawai 
terhadap tugasnya 
Likert 
Y Kepatuhan wajib pajak  a. Mendaftarkan diri 
b. Pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) 
c. Penghitungan pajak 
terhutang 
d.  Pembayaran pajak 
terhutang 
 
Likert 
 
Semua operasionalisasi variabel di atas diukur oleh instrumen pengukurdalam 
bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert Untuk 
setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harusmenggambarkan, 
mendukung pernyataan.Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan 
diberi bobot nilai sebagai berikut: 
Tabel 3.2  
Alternative Jawaban Responden 
No Jawaban responden Skor 
1 Sangat setuju (SS) 5 
2 Setuju (S) 4 
3 Ragu-ragu (R) 3 
4 Tidak setuju (TS) 2 
5 Sangat tidak setuju ( STS) 1 
 Sumber : Data primer yang diolah 2015 
 
 
 
  
F. Validasi dan Realibilitas Instrumen 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan 
diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin 
mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. 
Jadi, validitas menunjuk kepada ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalankan 
fungsi pengukurannya.
63
 
Bila harga korelasi di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir 
instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Pengujian 
validitas instrumen/kuesioner dalam penelitian ini menggunakan software statistik 
berupa SPSS (Statistical Product and Service Solutions).
64
 
2.  Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 
untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat 
ukur.Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
internal consistency reliability yang menggunakan cronbach alpha untuk 
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mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuisioner berhubungan antara satu 
dengan yang lainnya.
65
 
Tabel 3.3 
Interprestasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi 
Interval Nilai r*) Interprestasielasi 
0.001 – 0.200 Korelasi sangat lemah 
0.201 – 0.400 Korelasi lemah 
0.401 – 0.600 Korelasi cukup kuat 
0.601 – 0.800 Korelasi kuat 
0.801 – 1.000 Korelasi sangat kuat 
    *) Interprestasi berlaku untuk nilai r positif maupun negatif
66
 
Sumber : Data primer yang diolah 2015 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Uji Statistik Deskriptif 
  Memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai 
rata-rata(mean), standar deviasi, maksimum, minimum.
67
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2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual 
memiliki distribusi normal. Cara untuk  mendeteksi apakah residual berdistribusi 
normal atau tidak adalah dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik non-
parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada uji normalitas dengan menggunakan 
analisis grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 
sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Modal regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Uji multikolinieritas 
dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10, 
jika nilai variance Inflation factor (VIF) kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi 
antar variabel independen masih bias ditolerir. 
c. Uji Heterokedastisitas 
Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk 
semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
  
homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data coss section 
memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).
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d. Autokorelasi 
Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi 
linier.Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem 
autokorelasi.Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari 
autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji 
Durbin-Watson.
69
 
3. Teknik Analisis Data  
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara modernisasi administrasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan metode regresi linear berganda 
dan untuk mempermudah pelaksanaan perhitungan maka penelitian ini akan 
menggunakan alat bantu SPSS(Statistical Product and Service Solutions ). 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan 4 ( empat) variabel 
independen dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut; 
 
Dimana : 
Y  =  Kepatuhan wajib pajak 
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X1  =  Struktur Organisasi 
X2  =  Prosedur organisasi 
X3  =  Staretgi Organisasi 
X4  = Budaya Organisasi 
α  =  Konstansta 
β1, β2, β3, β4 =  Koefisien regersi untuk masing-masing variabel independen 
e  =  Standart Error 
b. Uji Determinasi ( R2 ) 
Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol 
sampai satu. Nilai (𝑅2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variabel dependen amat  terbatas. Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
4. Uji Hipotesis 
Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat dapat digunakan metode analisi 
sebagai berikut : 
1. Uji Signifikansi Individual atau parsial (Uji t) 
Uji hipotesiis dengan uji t yaitu dengan mencari t hitung dan membandingkan 
dengan  ttable, apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan atau 
  
tidak dengan variabel dependen. Rumusan hipotesis dalam pengujian ini sebagai 
berikut: 
Ho1 = Struktur Organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak 
Ha1 = Struktur Organisasi t mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak 
Ho2 = Prosedur organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
Ha2 = Prosedur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
Ho3 = Strategi organisasitidak  mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
Ha3 = Strategi organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
Ho4 = Budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak  
Ha4 = Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak  
Ho5 = Strategi organisasi tidak mempunyai pengaruh dominan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
  
Ha5 =Strategi organisasi mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
 Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah  
a. – Jika thitung> ttabel,maka Ho ditolak (ada pengaruh yang signifikan) 
– Jika thitung< ttabel,maka Ho diterima (tidak ada pengaruh) 
b. Berdasarkan dasar signifikan, kriteriannya adalah 
– Jika signifikan> 0,05 maka Ho diterima. 
– Jika signifikan< 0,05 maka Ho ditolak. 
2. Uji Signifikansi Simultan (uji F) 
Uji hipotesis dengan uji F yaitu dengan mencari F hitung dan membandingkan 
dengan F tabel , apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan atau tidak dengan variabel dependen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitiaan   
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar  Utara 
Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas 
dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor inspeksi pajak 
yang bertugas memungut pajak di sekitar Provinsi yang bersangkutan pada tahun 
1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka 
pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur 
kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama “Inspectie Van Financjen”  
Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya 
tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada 
tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi 
Direktorat Jenderal Pajak sedang untuk Daerah Tingkat I dengan nama Kantor 
Inspeksi Pajak.  
Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi pajak, 
demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan perekonomian yang berkembang 
seperti Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:  
a. Kantor Inspeksi Makassar  
Kantor Inspeksi Pajak Makassar wilayahnya meliputi Provinsi Sulawesi 
Selatan, Barat dan Tenggara (SUSELBARTRA) 
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b.  Kantor Inspeksi Manado 
Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Tengah. 
Pada Tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor: 
KEP/276/kmk01/1989 Tanggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak 
yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara, maka dibangunlah Kantor 
Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 
Kantor Pelayanan Pajak adalah sebuah lembaga perwakilan milik Direktorat 
Jenderal Pajak di setiap daerah yang masing-masing bertugas sesuai fungsinya dalam 
melaksanakan fungsi administrasi perpajakan sesuai dengan wiayah kerjanya. 
Di Makassar sendiri Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terbagi dalam empat wilayah 
kerja, yaitu : 
1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (812) :  
a. Provinsi Sulawesi Selatan  
b. Provinsi Sulawesi Barat  
c. Provinsi Sulawesi Tenggara  
2.  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (801) :  
a. Kecamatan Wajo  
b. KecamatanUjung Tanah  
c. KecamatanTallo  
d. Kecamatan Bontoala  
  
e. Kecamatan Biringkanaya  
f. Kecamatan Tamalanrea  
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat (804) :  
a. KecamatanTamalate  
b. KecamatanMariso  
c. KecamatanUjung Pandang  
d. KecamatanMamajang  
4)   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (805 ) :  
a. Kecamatan Panakkukang  
b. KecamatanManggala  
c. KecamatanRappocini  
d. KecamatanMakassar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Makassar Utara 
a. Visi, Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan 
dalam penerimaan, professional dan dipercaya oleh masyarakat 
b. Misi, Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk 
menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang 
perpajakan 
c. Motto , Senyum, Peduli, dan Profesional 
3. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari sepuluh seksi 
dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala kantor 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut merupakan 
kelompok struktural yang dikepalai oleh masing-masing seorang Kepala Seksi 
dan/atau Kepala Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional langsung 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menjalankan tugasnya memeriksa 
ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.Struktur organisasi 
tersebut ditampilkan lebih lanjut pada Gambar 4.1 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar  4. 1 
Struktur Organisasi KPP Makassar Utara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Seksi PDI KPP Makassar Utara 
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4. Tugas  dan  Tanggung  Jawab Tiap Bagian 
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi 
pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan 
tahun lalu.  
b. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka 
intensifikasi perpajakan.  
c. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial 
dalam rangka intensifikasi perpajakan.  
d. Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan pemotongan atau 
pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan 
ketetapan pajak.  
e. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.  
2. Sub Bagian Umum  
a. Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak yang bukan 
dari wajib pajak.  
b. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor pelayanan 
pajak.  
c. Melaksanakan pemerosesan berkas/arsip umum (non wajib pajak).  
d. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah 
memenuhi jadwal retensi arsip.  
e. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.  
  
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)  
a. Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi dan keuangan.  
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.  
c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam 
rangka pemanfaatan data perpajakan.  
d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.  
e. Melaksanakan perbaikan (updating) data.  
f. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.  
4. Seksi Pelayanan  
a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari 
wajib pajak dan surat lainnya.  
b. Melaksanakan penyelesaian registrasi wajib pajak, objek pajak dan atau 
pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).  
c. Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta 
pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan produk 
hukum lainnya.  
d. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan wajib pajak untuk pindah ke 
kantor pelayanan pajak baru, baik domisili atau status maupun kewajiban 
perpajakan lainnya.  
 
  
5. Seksi Penagihan  
a. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.  
b. Melaksanaan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta 
lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/ STTP/SSB) beserta bukti 
pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.  
c. Melaksanakan penatausahaan surat setoran bukan pajak (SSBP) atas 
pelaksanakan SP dan SPMP.  
d. Melaksanan penatausahaan surat keputusan pembetulan, keputusan 
keberatan, keputusan pengurangan, keputusan peninjauan kembali, surat 
keputusan pelaksanaan putusan banding beserta putusan banding.  
e. Menyusun konsep surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran 
pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.  
6. Seksi Pemeriksaan  
a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar.  
b. Menyusun daftar nominatif dan/atau lembar penugasan pemeriksaan Wajib 
Pajak yang akan diperiksa.  
c. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), 
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan 
Pajak.  
d. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.  
  
e. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan.  
7. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I s/d IV  
a. Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan 
ekonomi dan keuangan.  
b. Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan 
analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban 
perpajakannya.  
c. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak serta usul rencana 
kunjungan kerja lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan 
pemuktahiran data wajib pajak.  
d. Meneliti pelaksanaan rekonsialisasi data Wajib Pajak (Data Matching).  
8. Seksi Ekstensifikasi  
a. Melakukan pemerosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
ekstensifikasi perpajakan.  
b. Melaksanakan surat penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP.  
c. Melaksanakan surat penerbitan data potensi perpajakan dalam rangka 
pembuatan monografi fiskal.  
d. Melaksanakan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek 
Pajak.  
e. Menetapkan penerbitan daftar nominative untuk usulan SP3 PSL 
Ekstensifikasi.  
  
9. Kelompok Jabatan Fungsional  
a) Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi:  
a. Pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan.  
b. Pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan.  
b) Melakukan penilaian PBB  
a. Pendataan PBB dan penilaian objek/subjek pajak.  
b. Melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi/ badan 
10. Tempat Pelayanan Terpadu  
a. Melakukan penerimaan dan penatausahaan surat pemberitahuan, surat 
permohonan, dan surat lainnya dari wajib pajak.  
b. Menyelesaikan register harian SPT Masa semua jenis pajak dari wajib pajak, 
objek pajak, dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak  
c. Menerbitkan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 
atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta 
pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKP, 
SKB, dan lain-lain.  
d. Melaksanakan proses penyelesaian permohonan wajib pajak untuk pindah ke 
kantor pelayanan pajak baru, baisk domisili atau status maupun kewajiban 
perpajakan lainnya.  
B. Deskripsi Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden yaitu petugas pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak 
  
Pratama Makassar Utara dengan mendatangi KPP Pratama Makassar Utara dan 
memberikan kuesioner kepada petugas pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Proses 
pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 1 minggu yaitu mulai 
tanggal 22 juni sampai dengan 28 junil 2015.  
Kuesioner yang disebar sejumlah 100 kuesioner, terdapat 13 kuesioner yang 
tidak kembali jadi kuesioner yang dapat diolah yaitu sejumlah 87 kuesioner dengan 
jumlah pertanyaan 33 item. Pertanyaan untuk variabel struktur organisasi (X1) 
sejumlah 6 pertanyaan, variable prosedur organisasi (X2) sejumlah 7 pertanyaan, 
variabel strategi organisasi (X3) sejumlah 6 pertanyaan, variabel budaya organisasi 
(X4) sejumlah 4 pertanyaan dan 10 pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). 
Gambaran mengenai data sampel dapat dilihat pada tabel 4.1  
Tabel 4.1 
Sampel Penelitian 
No Keterangan Kuosioner Jumlah Persentase 
1 Kuosioner yang disebar 100 100% 
2 Kuosioner yang kembali 87 87% 
3 Kuosioner yang tidak kembali 13 13 % 
4 Kuosioner yang dapat di olah 87 87 % 
 Sumber : Data primer yang diolah 2015 
 
 
 
 
  
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Jumlah Persentase 
Pria 46 52,8 % 
Wanita 41 47,2 % 
Total 87 100% 
 Sumber : Data primer yang diolah 2015 
Dari tabel 4.2 dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini 
berjumlah 85  responden yang terdiri dari pria dan wanita. Responden yang berjenis 
kelamin pria berjumlah 46 orang (52,8 %) dan responden yang berjenis kelamin 
wanita berjumlah 41 orang (47,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 
responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria. 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir 
Pendidikan Jumlah Persentase 
Diploma 32 36,7 % 
Sarjana (S1) 55 63,3% 
Total 87 100% 
 Sumber : Data primer yang diolah 2015 
  Dari tabel  4.3 dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam 
penelitian ini berpendidikan S1 sejumlah 55 responden atau 63,3%, dan yang 
berpendidikan  Diploma sebanyak  32 responden atau  36,7%. 
 
 
  
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia Jumlah Persentase 
20 – 29 tahun 36 41,4 % 
30 – 39 tahun 32 36,8% 
> 39 tahun 19 21,8% 
Total 87 100% 
  Sumber : Data primer yang diolah 2015 
  Berdasarkan tabel 4.4 di atas berdasarkan umur responden trelihat bahwa 
responden 20-29 tahun berjumlah 36 responden atau sebesar 41,4 %, umur responden 
30-39 tahun berjumlah 32 responden atau sebesar 36,8%, umur responden >39 tahun 
berjumlah 19 responden atau sebesar 21,8%. 
C. Hasil Penelitian 
1. Hasil Uji Kualitas Data 
a. Hasil Uji Validitas 
  Uji Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan 
diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin 
mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. 
Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan 
valid (Sujarweni, 2014: 192). Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 87 
responden dan besarnya df dapat dihitung 87– 2 = 85 dengan df = 30 dan alpha = 0,05 
didapat r tabel = 0,213. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih 
  
besar dari 0,213.  Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel 4.6 berikut : 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas 
Variabel Item Hasil Korelasi Product 
Moment Karlpearson ( 
Rhitung) 
Sig. 
(2-tailed) 
Rtabel Keterangan 
 
 
Struktur 
Organisasi 
SO1 .621** .000 0.213 Valid 
SO2 .487** .000 0.213 Valid 
SO3 .576** .000 0.213 Valid 
SO4 .677** .000 0.213 Valid 
SO5 .604** .000 0.213 Valid 
SO6 .610** .000 0.213 Valid 
 
 
 
Prosedur 
Organisasi 
PO1 .593** .000 0.213 Valid 
PO2 .627** .000 0.213 Valid 
PO3 .512** .000 0.213 Valid 
PO4 558** .000 0.213 Valid 
PO5 .664** .000 0.213 Valid 
PO6 .769** .000 0.213 Valid 
PO7 .676** .000 0.213 Valid 
 
 
 
Strategi 
Organisasi 
S1 .587** .000 0.213 Valid 
S2 .520** .000 0.213 Valid 
S3 .697** .000 0.213 Valid 
S4 .694** .000 0.213 Valid 
S5 .681** .000 0.213 Valid 
S6 .665** .000 0.213 Valid 
 
Budaya 
Organisasi 
BO1 .736** .000 0.213 Valid 
BO2 .710** .000 0.213 Valid 
BO3 .780** .000 0.213 Valid 
BO4 . .822** .000 0.213 Valid 
 
 
 
 
 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
KI .462** .000 0.213 Valid 
K2 .629** .000 0.213 Valid 
K3 .534** .000 0.213 Valid 
K4 .687** .000 0.213 Valid 
K5 .493** .000 0.213 Valid 
K6 .599** .000 0.213 Valid 
K7 .570** .000 0.213 Valid 
K8 .669** .000 0.213 Valid 
K9 .519** .000 0.213 Valid 
K10 .630** .000 0.213 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah 2015 
 
 Tabel 4.6 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabelmemiliki  nilai 
koefisien  korelasi  positif  dan  lebih  besar  dari pada  r-tabel.  Hal  ini  berarti  
  
bahwa  data  yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih 
lanjut. 
b. Hasil Uji Realibilitas 
 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya 
kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian.Metode yang 
digunakanuntuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode Alpha 
Cronbach.Suatuinstrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai 
alpha>0,600.Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.7 
     Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel 
Jumlah 
Pertanyaan 
Cronbach’ 
Alpha 
Cronbach’ 
Alpha If Item 
Deleted 
 
Ket 
Struktur Organisasi (X1) 6 0.60 0.638 Realibel 
Prosedur Organisasi (X2) 7 0.60 0.721 Realibel 
Strategi Organisasi (X3) 6 0.60 0.708 Realibel 
Budaya Organisasi (X4) 4 0.60 0.756 Realibel 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 10 0.60 0.783 Realibel 
 Sumber : Data primer yang diolah 2015 
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas yaitu tabel 4.7 menunjukkan 
bahwa variabel Struktur Organisasi (X1), prosedur organisasi (X2), strategi 
organisasi (X3), budaya organisasi (X4) dan kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh  
Cronbach Alpha lebih besar dari  0,60sehingga semua variabel dinyatakan reliabel. 
  
2. Hasil Uji Asumsi Klasik 
a.  Hasil Uji Normalitas 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan  metode analisis 
grafik dan melihat normal probabilityplotserta dengan menggunakan teknik analisis 
Kolmogorov  Smirnov  (Priyitno, 2013).  Distribusi  data  normal  ditunjukkan  
apabila probabilitas  (signifikansi)  lebih  besar  dari  0,05.  Pengujian  normalitas  ini 
dilakukan dengan bantuan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 21 
yang selanjutnya diperoleh hasil sebagai berikut : 
Gambar 4.2 
Grafik Histogram 
 
Sumber : Data primer yang diolah 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 4.3 
Grafik Normal P-Plot 
 
  Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
 
Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu dengan 
menggunakan grafik histogram dan grafik normal plot menunjukkan bahwa grafik 
memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal, sedangkan pada grafik 
terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya ada di 
sekitar garis diagonal. 
Untuk memperkuat hasil ini, peneliti menggnakan uji Kolmogorov – Smirnov 
dapat dilakukan untuk menguji apakah risidual terdistribusi secara normal. Hasil uji 
Kolmogorov – Smirnov tampak dibawah ini : 
 
 
  
Tabel 4.8 
Uji Kolmogrov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 87 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.96855538 
Most Extreme Differences Absolute .088 
Positive .088 
Negative -.064 
Kolmogorov-Smirnov Z .825 
Asymp. Sig. (2-tailed) .504 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 Sumber : Data primer yang diolah 2015 
 
Berdasarkan tabel 4.8 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,825 
dengan tidak signifikan pada 0,05 (karena p=0,504 > dari 0,05) . Jadi dapat 
disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. 
a. Hasil Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai 
berikut : 
  
1) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 
independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal 
ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang 
tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas 
dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua tau lebih variabel 
independen 
2) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 
variance inflations factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 
dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Nilai 
yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 
tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  
Berikut adalah hasil uji multikolonieritas : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 4.9 
 Hasil Uji Multikolonieritas 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
Tampilan output SPSS untuk VIF dan Tolerance mengindikasikan tidak 
terdapat multikolonieritas yang serius. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai 
Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Hal ini juga ditegaskan kembali dari hasil 
korelasi antara variabel independen tidak ada korelasi yang cukup serius. 
b. Hasil Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 
baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.Untuk 
mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Sactter 
Plot.Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
Struktur Organisasi .797 1.255 
Prosedur Organisasi .599 1.669 
Strategi Organisasi .623 1.605 
Budaya Organisasi .836 1.196 
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak 
  
masalah heteroskedastisitas.Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode Sctter 
Plot diperoleh sebagai berikut : 
Gambar 4.4 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
 
 Berdasarkan gambar 4.5, grafik scatterplot menunjukkan bahwa grafik 
scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-
titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) 
pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. 
Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.Jadi dapat 
disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi 
  
kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu struktur 
organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.  
c. Hasil Uji Autokeralasi 
Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi 
linier.Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem 
autokorelasi.Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari 
autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji 
Durbin-Watson. Berikut adalah hasil uji Autokeralasi : 
Tabel 4.10 
 Hasil Uji Autokeralasi 
 
  
 
 
 
 
 
  Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai durbin watson 
sebesar 2,291, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan signifikansi 5%, 
jumlah sampel 87  (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4). Nilai DW 2.291 lebih 
                                           Model Summaryb 
Model R Durbin-Watson 
1 .727a 2.291 
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, 
Prosedur Organisasi 
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak 
  
besar dari batas atas (du) 1,5567 dan kurang dari 2,443(4-du) maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada persamaan regresi. 
3. Hasil Uji Hipotesis 
a. Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing atau secara 
parsial variabel struktur organisasi, prosedur organisasi ,strategi organisasi dan 
budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 
dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikan < 0,05 
maka Ha diterima, sedangkan jika nilai signifikan> 0,05 maka Ha ditolak. Secara 
parsial pengaruh dari keempat  variabel independen tersebut terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara ditunjukkan pada tabel berikut: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Parsial (Uji t) 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.185 4.829  -.245 .807 
Struktur Organisasi .234 .170 .117 1.381 .171 
Prosedur Organisasi .389 .158 .241 2.458 .016 
Strategi Organisasi .724 .171 .406 4.232 .000 
Budaya Organisasi .440 .206 .177 2.139 .035 
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak 
Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
  
 
Dari keempat variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi 
menghasilkan nilai yang signifikan pvalue < 0,05 pada variable prosedur organisasi, 
variabel strategi organisasi, variabel budaya organisasi sedangkan pada variabel 
struktur organisasi nilainya tidak signifikan. Variabel struktur organisasi diperoleh 
nilai signifikan sebesar 0,171 > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya bahwa H1 ditolak. 
Untuk variabel independen kedua yaitu prosedur organisasi diperoleh nilai 
signifikan sebesar 0,016 < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signfikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya H2 diterima. 
Untuk variabel independen yang ketiga yaitu strategi organisasi diperoleh 
nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya H3 diterima. 
Untuk variabel independen yang keempat yaitu budaya organisasi diperoleh 
nilai signifikan sebesar 0,035 < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya H4 diterima. 
b. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan 
regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui 
pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. 
  
 Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan 
regresi dari output didapatkan model persamaan regresi: 
Kepatuhan wajib pajak (Y ) = -1,185 + 0,234 X1+ 0,389 X2 + 0,724 X3 + 0,440 X4+  e 
Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai 
konstanta sebesar -1,185 artinya jika variabel independen = 0, maka kepatuhan wajib 
pajak adalah sebesar -1,185. Atau dapat dikatakan bahwa variabel independen 
dianggap konstan jika kepatuhan wajib pajak sebesar -1,185. Nilai regresi dari 
masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut : 
1) Nilai Koefisien regresi X1 = 0,234 artinya jika struktur organisasimeningkat 
sebanyak 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,234 
dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 
2) Nilai Koefisien regresi X2 = 0,389 artinya jika prosedur organisasimeningkat 
sebanyak 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,389 
dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 
3)  Nilai Koefisien regresi X3 = 0,724 artinya jika strategi organisasimeningkat 
sebanyak 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,724 
dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 
4) Nilai Koefisien regresi X4 = 0,440 artinya jika budaya organisasimeningkat 
sebanyak 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,440 
dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 
 
  
c. Hasil Uji  Koefisien Korelasi (R) danKoefisien Determinasi (R
2
) 
Untuk  melihat  seberapa  besar  kontribusi  pengaruh  struktur organisasi, 
prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi terhadap  kepatuhan wajib 
pajak  pada KPP Pratama Makassar Utara, peneliti melakukan  pengujian  koefisien  
determinasi  atau  R  Square. Nilai Koefisien Korelasiyang ditunjukkan dengan nilai 
Rdigunakan untukmengetahui seberapa besar hubungan antara variabel yang satu 
dengan variabel yang lain sedangkan Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan 
dengan nilai R Square, Nilai R Square dari model regresi digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam 
menerangkan variabel terikat (dependen). 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
Dari tabel diatas ini diketahui bahwa nilai R sebesar 0,727dan nilai adjustedR 
square sebesar 0,506.Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 
variabel independen (struktur organisasi, prosedur organisasi,strategi organisasi  
budaya organisasi) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 50,6 
%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (struktur 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .727a .529 .506 1.603 2.291 
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Prosedur Organisasi 
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak 
  
organisasi, prosedur organisasi,strategi organisasi  budaya organisasi) mampu 
menjelaskan sebesar 50,6% variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). 
Sedangkan sisanya sebesar 49,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model penelitian ini yaitu sanksi perpajakan dan 
pemeriksaan pajak.Sanksi sesuai ketentuan umum perpajakan diberlakukan dengan 
tegas, wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka, hal 
ini menyusul system perpajakan Indonesia yang self assessment, artinya wajib pajak 
diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri 
pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghindari 
pajak. 
d. Hasil Uji Simultan(Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen atau terikat.Di dalam uji ini juga berarti bahwa 
semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikan 
terhadap variabel dependen.  Berikut adalah hasil pengujian simultan (uji F) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Table 4.13 
Hasil Uji Simultan (Hasil Uji F) 
Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi struktur 
organisasi (X1), prosedur organisasi  (X2), strategi organisasi (X3) dan budaya 
organisasi (X4) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP 
Pratama Makassar Utara. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,038 sedangkan Ftabel sebesar 
2.9. Dapat diketahui bahwa Fhitung (7,038) > Ftabel (2,9) jadi hipotesis diterima. 
Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai P value sebesar 0,000
a
 lebih kecil dari 0,05. 
Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan , struktur organisasi (X1), prosedur 
organisasi  (X2), strategi organisasi (X3) dan budaya organisasi (X4) berpengaruh 
positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Makassar Utara. 
3. Hasil Uji Stastik Deskriptif 
  Stastik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 
dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 114.410 4 28.603 7.038 .000a 
Residual 333.268 82 4.064   
Total 447.678 86    
a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Struktur Organisasi, Strategi Organisasi, Prosedur Organisasi 
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak 
Sumber : Data primer yang diolah, 2015 
  
masing variabel yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, 
budaya organisasi Dan kepatuhan wajib pajak disajikan sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Statistik Deskrptif 
Sumber : Data primer yang diolah 2015 
  Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlahresponden ada 
87. Dari 87 responden ini variabel independen struktur organisasi memiliki nilai 
minimum sebesar 24 dan maksimum sebesar 28 dengan rata-rata total jawaban 25,21 
dan standar deviasi 1,143. Pada variabel prosedur organisasi minimum jawaban 
sebesar 27 dan maksimum sebesar 35 dengan rata-rata total jawaban sebesar 29,46 
dan standar deviasi 1,413. Variabel strategi organisasi jawaban minimum responden 
sebesar 23 dan maksimum sebesar 30 dengan rata-rata total jawaban 25,32 dan 
standar deviasi 1,280. Variabel budaya organisasi jawaban minimum responden 
sebesar 15 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata total jawaban 16,61 dan 
standar deviasi 0,920. Sedangkan pada variabel dependen (kepatuhan wajib  pajak) 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Struktur Organisasi 87 24 28 25.21 1.143 
Prosedur Organisasi 87 27 35 29.46 1.413 
Strategi Organisasi 87 23 30 25.32 1.280 
Budaya Organisasi 87 15 20 16.61 .920 
Kepatuhan wajib pajak 87 38 50 41.80 2.282 
Valid N (listwise) 87     
  
memiliki nilai minimum 38 dan maksimum sebesar 50  dengan rata-rata total jawaban 
sebesar 41,80 dan standar deviasi 2,282. 
D. Pembahasan 
Berikut ini adalah hasil pembahasan struktur organisasi (X1), prosedur 
organisasi (X2), strategi organisasi (X3) dan budaya organisasi(X4) secara bersama-
sama terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang terdaftar di KPP Makassar Utara. 
1. Pembahasan Hasil Uji Parsial (Uji t) 
a. Pengaruh struktur organisasi (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
Bedasarkan asil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.14terdapat  
pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara struktur organisasi terhadap 
kepatuhan wajib  pajak pada KPP Pratama Makassar utara. Hasil analisis dengan 
menggunakan SPSS 21 menunjukkan bahwa nilai p value hasil perhitunganstruktur 
organisasi (X1) terhadap terhadap kepatuhan wajib  pajak(Y) sebesar 0,117 pada taraf 
kesalahan 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 0,117 lebih besar dari taraf 
kesalahan 0,05 (0,117>0,05). 
Hasil pengujian signifikansi nilai thitung dengan ttabel pada taraf kesalahan 5%, 
nilai thitung<ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 87 sebesar 1,988. Hasil koefisien 
korelasi  menunjukkan bahwa thitung<ttabel (1,381<1,988) maka terdapat korelasi yang 
tidak signifikan. Maka H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa 
struktur organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena 
petugas pajak yang beranggapan bahwa meskipun kepatuhan wajib pajak sangat besar 
  
karena adanya struktur organisasi, tetapi ternyata petugas pajak beranggapan bahwa 
antara jumlah account representative yang bertugas dengan jumlah wajib pajak yang 
menjadi tanggung jawab accountrepresentative belum sepenuhnya seimbang. 
Penujukan account representative adalah khusus untuk melayani dan mengawasi 
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung. Dengan pembagian 
tugas disesuaikan dengan kelompok usaha dan kebutuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak. Kemudian kerja sama dan komunikasi antar seksi organisasi 
tidak berjalan baik, kenyataannya wajib pajak tidak terlalu memperdulikandengan 
struktur organisasi publik  tetapi lebih peduli bagaimana memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya kepada wajib pajak.Surah Al-baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman: 






 
Terjemahan : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
b. Pengaruh prosedur organisasi (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
Berdasarkan hasil uji hipotesis 2yang ditunjukkan pada tabel 4.14 terdapat  
pengaruhpositif dan signifikan antara prosedur organisasi terhadap kepatuhan wajib  
pajak pada KPP Pratama Makassar utara. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 
21 menunjukkan bahwa nilai p value hasil perhitungan prosedur organisasi (X2) 
terhadap terhadap kepatuhan wajib  pajak (Y) sebesar 0,016pada taraf kesalahan 5%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 0,016lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 
(0,016<0,05). 
Hasil pengujian signifikansi nilai thitung dengan ttabel pada taraf kesalahan 5%, 
nilai thitung>ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 87 sebesar 1,988. Hasil koefisien 
korelasi  menunjukkan bahwa thitung>ttabel(2.458>1,988) maka terdapat korelasi yang 
signifikan. Maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa 
prosedur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Ini disebabkan prosedur yang dilaksanakan 
pegawai pajak sudah sesuai dan tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak dalam 
melapor,dan menyetorkan  dan mudah untuk mengakses pelayanan dan pemeriksaan 
melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (e-reporting, e-SPT on line) 
kemudian untuk mempercepat pelayanan wajib pajak untuk patuh. Penelitian ini 
sesuai denganNasucha (2004). 
 
 
  
 
Dalam Al-Qur’an Surat al maidah ayat 66 Allah SWT berfirman: 





 
Terjemahan: 
 Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al 
Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari 
atas dan dari bawah kaki mereka. diantara mereka ada golongan yang pertengahan. dan alangkah 
buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. 
Maksudnya: Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dari langit dengan 
menurunkan hujan dan menimbulkan rahmat-Nya dari bumi dengan menumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah.Maksudnya: orang yang berlaku 
jujur dan lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.  
c. Pengaruh strategi organisasi (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
Berdasarkan hasil uji hipotesis 3  yang ditunjukkan pada tabel 4.14 terdapat  
pengaruh positif dan signifikan antara strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib  
pajak pada KPP Pratama Makassar utara. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 
21 menunjukkan bahwa nilai p value hasil perhitungan prosedur organisasi (X3) 
terhadap terhadap kepatuhan wajib  pajak (Y) sebesar 0,000pada taraf kesalahan 5%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 0,000lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 
(0,000<0,05). 
Hasil pengujian signifikansi nilai thitung dengan ttabel pada taraf kesalahan 5%, 
nilai thitung<ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 87 sebesar 1,988. Hasil koefisien 
  
korelasi  menunjukkan bahwa thitung<ttabel(2.458>1,988) maka terdapat korelasi yang 
signifikan. Maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Makassar Utara.Hal Ini disebabkan karna pegawai pajak sudah terapkan 
dengan tepat dengan kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bahan dari good 
governance framework melalui berbagai pihak sehingga kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Penelitian ini sesuai dengan Nasucha (2004). 
Dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 159 Allah SWT berfirman : 






 
 
Terjemahan : 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 
terhadap mereka.sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalamurusan 
itu.Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 
 Dari ayat di atas menjelaskan pengawai untuk peduli memberi perhatian, 
sosialisasi dan kampanye kepada wajib pajak.Sikap empati pegawai ini ditujukan 
melalui pemberian layanan informasi dan keluhan, melayani transaksi dengan senang 
hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan dalam bertransaksi 
atau hal lainnya berkenaan dengan pelayanan lembaga. 
  
d. Pengaruh budaya organisasi (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
Berdasarkan hasil uji hipotesis4  yang ditunjukkan pada tabel 4.14 terdapat  
pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib  
pajak pada KPP Pratama Makassar utara. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 
21 menunjukkan bahwa nilai p value hasil perhitungan budaya organisasi (X4) 
terhadap terhadap kepatuhan wajib  pajak (Y) sebesar 0,035pada taraf kesalahan 5%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 0,035lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 (0,035< 
0,05). 
Hasil pengujian signifikansi nilai thitung dengan ttabel pada taraf kesalahan 5%, 
nilai thitung<ttabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 87 sebesar 1,988. Hasil koefisien 
korelasi  menunjukkan bahwa thitung<ttabel(2.458>1,988) maka terdapat korelasi yang 
signifikan. Maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini diakibatkan karena nilai, norma, iklim 
organisasi, serta komitmen pegawai terhadap tugasnya sudah sepenuhnya menunjang 
penerapan sistem administrasi perpajakan modern.Penelitian ini sesuai dengan 
Nasucha. 
Surat Al-baqarah ayat 42 Allah SWT berfirman : 


  
 
  
Terjemahan : 
Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu 
sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu Mengetahui. 
 
e. Strategi organisasi (X3) Paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak (Y) 
Berdasarkan asil uji hipotesis 5  yang ditunjukkan pada tabel 4.14 bahwa 
strategi organisasi merupakan variabel yang paling dominan karena memiliki nilai 
koefisien beta yang terbesar yaitu 0.406.Ini disebabkan pegawai pajak sudah terapkan 
dengan tepat dengan kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bahan dari good 
governance framework melalui berbagai pihak sehingga kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Penelitian ini sesuai dengan Nasucha (2004). 
Strategi organisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara diantararanya dengan kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai 
bagian dari good governance framework melalui berbagai pihak seperti perguruan 
tinggi, dan juga melalui media masa, portal website, serta pemasangan biliboard 
ditempat-tempat strategi dan meninkatkan kinerja penyuluhan sebagai information 
service, simplikasi administrasi perpajakan, intensifikasi penerimaan pajak. 
Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan pelayanan dan 
pemeriksaan, melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, 
membangun sistem komunikasi yang efektif. Untuk mempermudah dalam 
menyetorkan dan melaporkan pajak para pegawai pajak ditempatkan pada tempat 
yang sesuai, dimana potesi pajaknya masih kurang dengan dukungan teknologi 
  
informasi mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan dimana basis data 
dikembangkan dalam jaringan online. Merancang mengusulkan  dan merealisasikan 
kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem 
administrasi perpajakan modern. Dalam Al-Qur’an surah At-Takaatsur ayat 1-5 Allah 
SWT berfirman: 



 
 
Terjemahan : 
“Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu.Sampai kamu masuk ke dalam 
kubur.  Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 
Dan janganlah begitu, kelak kamu akan Mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu 
mengetahui dengan pengetahuan yang yakin”. 
 
 Dari ayat diatas dijelaskan  dalam konsep islam pelayanan berkenaan dengan 
tampilan fisik seperti teknologi dan sarana prasarana lainnya hendaknya tidak 
menunjukan kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman 
memang penting, namun bukalah fasilitas yang menonjolkan kemewahan. 
2. Pembahasan Hasil Uji Simultan (Uji F) 
Pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi struktur 
organisasi (X1), prosedur organisasi (X2), strategi organisasi (X3) dan budaya 
organisasi(X4) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP 
Pratama Makassar Utara. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,038 sedangkan Ftabel sebesar 
  
2.9. Dapat diketahui bahwa Fhitung (7,038) > Ftabel (2,9) jadi hipotesis diterima. 
Berdasarkan hasil uji juga diperoleh nilai P value sebesar 0,000
a
  lebih kecil dari 0,05. 
Kesimpulannya berarti bahwa secara simultan , struktur organisasi (X1), prosedur 
organisasi  (X2), strategi organisasi (X3) dan budaya organisasi (X4) berpengaruh 
positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Makassar 
Utara.Dengan demikian, semakin tinggi struktur organisasi, prosedur 
organisasi,strategi organisasi dan budaya organisasi makasemakin tinggi pula tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang diharapkan. 
Proporsi variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dijelaskan oleh 
variabel struktur organisasi (X1), prosedur organisasi  (X2), strategi organisasi (X3) 
dan budaya organisasi (X4)secara simultan ditunjukkan oleh nilai koefisien 
determinasi ganda (R
2
). Berdarkan tabel 4.12 diketahui nilai R
2
 adalah 0,506 atau 
50,6%, yang artinya sebesar 50,6% dari kepatuhan wajib pajak (Y) dijelaskan oleh 
variabel struktur organisasi (X1), prosedur organisasi  (X2), strategi organisasi (X3) 
dan budaya organisasi (X4)secara simultan dan sisanya sebesar 49,4% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Islam mengajarkan prinsip 
kepatuhan pada pemerintah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 
surah An-Nisa’ ayat 59 : 






 
  
Terjemahan: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di atas di ambil kesimpulan diatas sebagai 
berikut: 
1. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara struktur organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar utara. Struktur Organisasi 
tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kerjasama dan 
komunikasi antar seksi organisasi tidak berjalan baik, kenyataannya wajib pajak  
tidak terlalu memperdulikan dengan struktur organisasi publik tetapi lebih peduli 
bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak. 
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara prosedur organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar utara.  
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara strategi organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar utara. 
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar utara.  
5. Terdapat pengaruh paling dominan antara strategi organisasi terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Makassar utara 
 
 
 
 
  
B. Saran-saran 
Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari 
hasil penelitian ini adalah:  
b. Bagi KPP Pratama Makassar Utara  
1. Penerapan modernisa sisistem administrasi perpajakan sebagai perwujudan 
program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah berkaitan 
dengan restrukturisasi organisasi, penyempurnaan business process dan 
teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan 
good governance memiliki pengaruh positif dan  signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak, maka dari itu pelaksanaan modernisasi system 
administrasi perpajakan saat ini semoga bias dipertahankan atau bila perlu 
ditingkatkan kearah yang lebih baik. 
2. Untuk memperbaiki struktur organisasi yaitu meningkatkan kerjasama antar 
seksi organisasi dan perbaikan kinerja aparat perpajakan, memperbaiki jalur 
struktu rorganisasi dengan menrubah fungsi menjadi seksi dan lebih 
dipersingkat sehingga prosedur pelayanan bagi setiap wajib pajak lebih 
efisien dan efektif, spesikasi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 
peraturan yang berlaku umum dan penyesuaian komunikasi dalam 
pendelegasian otoritas kegiatan pelayanan dan pemeriksaan. 
c. Bagi Peneliti selanjutnya Diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut 
mengenai faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak.  
  
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi kan untuk seluruh KPP Pratama 
di Makassar karena ruang lingkup dari penelitian ini hanya terbatas pada 
wilayah KPP Pratama Makassar Utara.  
2. Responden dalam penelitian ini hanya petugas wajib pajak, sehingga hasil 
analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk petugas wajib pajak, tidak 
termasuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi dan pengusaha kena 
pajak (PKP).  
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LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN 
 
 
Makassar, 22  Juni  2015 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu/ Responden 
Di tempat 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program 
Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saya: 
Nama : Ainul Nur Islami 
NIM : 10800111009 
Jurusan/Semester : Akuntansi / VIII 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pada KPP Pratama Makassar Utara”. 
Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untukmenjadi 
responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya 
mohon maaf telah mengganggu waktunya. 
  
  
Bagian I : Identitas Responden 
Nama : 
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan 
Usia : 
Alamat : 
Status pernikahan : 
Pendidikan Terakhir : 
 
Bagian II : Petunjuk Pengisian 
Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Bagian ini diisi 
dengan memberi tanda (√) atau (x) pada kotak yang sesuai, berdasarkan kenyataan 
dan pendapat anda. 
Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban: 
SS = Sangat setuju 
S = Setuju 
R = Ragu-ragu 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
 
 
 
  
KUESIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN 
Sistem administrasi perpajakan modern terdiri atas empat subvariabel yaitu struktur 
organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan Budaya Organisasi. 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
 Struktur organisasi      
1 Perubahan Struktur organisasi berdasarkan fungsi 
pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengawasan, 
dan konsultasi, memudahkan jalur penyelesaian 
dan pemeriksaan Wajib Pajak 
     
2 Pemasalahan wajib pajak dapat segera ditangani 
melalui seorang Account Representative (AR)  
     
3 Petugas pajak mengetahui dan menguasai 
prosedur pembagian wewenang. 
     
4 Pendelegasian tugas melalui Sistem Administrasi 
Perpajakan Terpadu (SAPT) menjadi saluran 
komunikasi untuk mewujudkan pengendalian 
internal yang handal  
     
5 Informasi menyangkut wajib pajak termasuk hak 
dan kewajiban setiap saat dapat dengan mudah 
dikelola dengan rekening khusus wajib pajak (tax 
payer's account)  
     
6 Workflow System memudahkan pengawasan 
kegiatan administrasi dari pelayanan,pengawasan 
pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak  
     
 Prosedur organisasi      
7 Penyederhanaan prosedur, terutama untuk 
permohonan keberatan atau produk pajak, dapat 
mempercepat pelayanan  
     
8 Account Representative(AR)melayani dan 
memberikan konsultasi kepada wajib pajak 
mengenai kewajiban perpajakannya 
     
9 Website, e-payment, e-SPT dan (atau) e-filling, e-
registration, call center, complaint center, SMS 
tax, help desk, dan taxpayers account dapat untuk 
meningkatkan produktivitas serta ketepatan 
waktu dalam penyelesaian pekerjaan. 
     
10 Komunikasi dengan wajib pajak lebih intensif 
dan terbukti didukung berbagai sarana 
komunikasi. 
     
11 Setiap pegawai dilengkapi dgn personal komputer 
yang terhubung dengan Sistem Administrasi 
Perpajakan Terpadu (SAPT), S1-DJP, intranet 
maupun ekstranet  
     
  
12 Dilakukan konsultasi internal yang meliputi 
sosialisasi peraturan baru dan pembinaan mental  
     
13 Permasalahan dan prestasi bawahan atau pegawai 
serta data tentang kondisi organisasi diungkapkan 
dalam laporan berkala. 
     
 Strategi Organisasi      
14 Fasilitas perkantoran modern dan tambahan 
penghasilan dapat meningkatkan produktivitas 
pelayanan dan pemeriksaan 
     
15 Penggunaan jaringan teknologi informasi dapat 
memperkecil jumlah formulir tercetak sehingga 
mengurangi administrative cost  
     
16 Sarana dan prasarana yang telah disediakan dapat 
digunakan dengan optimal  
     
17 Pemberian pelayanan berusaha mewujudkan 
customer satisfaction  
     
18 Jumlah wajib pajak yang dilayani dan jumlah 
pemeriksaan yg dilaksanakan semakin meningkat  
     
19 Sosialisasi didukung oleh fasilitas yang memadai       
 Budaya Organisasi      
20 Tambahan penghasilan meningkatkan kepuasan 
kerja pegawai pajak  
     
21 Jumlah wajib pajak yang sadar 
pajak&meningkatkan pembayaran pajaknya 
semakin meningkat  
     
22 Kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) menjadi standar penilaian pegawai dalam 
menjalankan tugas  
     
23 Pemberlakuan kode etik dan pemberian tambahan 
penghasilan merupakan konsep reward and 
punishment yang dapat mewujudkan tata kelola 
yang baik (good corporate governance)  
     
 
 
 
 
 
 
 
  
KUESIONER TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Kepatuhan wajib pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, 
melaporkan SPT, menghitung pajak, membayar dan membukukan. 
No Pernyataan STS TS KS S SS 
1 Pelaporan SPT melalui media komputer (e-SPT) 
dan jaringan komunikasi data (e-filling) 
memudahkan wajib pajak  
     
2 Administrasi pelaporan pajak dapat dimonitor 
lebih cepat dan akurat melalui e-SPT dan e-
filling  
     
3 Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan  kewajiban perpajakan 
dalam rangka memberikan kepastian hukum, 
keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak 
     
4 Faktor yang menentukan tinggirendahnya 
kepatuhan perpajakan, yaitu kejelasanundang-
undang, peraturan pelaksanaan perpajakan, 
besarnya biaya kepatuhan dan adanya panutan. 
     
5 Perhitungan SPT didalam e-SPT dan e-Filling 
yang diproses secara komputerisasi dapat 
memudahkan dan mengurangi kesalahan  
     
6 Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas pajak 
akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
dalam membayar pajak. 
     
7 Pembayaran pajak oleh wajib pajak secara 
online(e-payment) mengurangi kemungkinan 
terjadi pembayaran fiktif . 
     
8 Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
selama 3 tahun Pajak terakhir yang wajib 
disampaikan sampai dengan akhir tahun 
sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan 
Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;  
     
9 Petugas Pajak mengarahankan langsung ke 
wajib pajak (WP) mengenai e-SPT, e-filling dan 
e-payment serta dipertemukan dgn programmer 
apabila ditemukan hambatan serius  
     
10 NPWP dapat memudahkan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan administrasi perpajakan 
     
 
 
 
  
LAMPIRAN 2 : OLAH DATA KUESIONER PENELITIAN 
 
Struktur Organisasi (X1) 
Responden  SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 Jumlah  
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 4 4 4 4 4 4 24 
3 5 4 4 5 5 4 27 
4 4 4 4 4 4 4 24 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 4 4 4 4 4 4 24 
7 4 4 5 5 4 5 27 
8 5 5 5 5 5 5 30 
9 5 5 4 4 4 4 26 
10 4 4 5 4 4 4 25 
11 4 4 3 4 4 4 23 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 5 4 4 4 5 5 27 
14 4 4 4 4 4 4 24 
15 5 5 4 5 4 5 28 
16 5 4 4 5 4 4 26 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 4 4 5 5 4 5 27 
19 5 4 4 4 4 4 25 
20 5 4 5 5 5 5 29 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 5 4 5 5 4 4 27 
23 4 4 4 4 4 5 25 
24 4 5 4 4 4 4 25 
25 5 4 4 4 4 4 25 
26 4 4 4 5 4 5 26 
27 4 4 4 4 4 5 25 
28 4 5 5 4 4 4 26 
29 5 5 5 5 5 5 30 
30 4 4 4 4 4 4 24 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 4 4 4 4 4 4 24 
33 5 4 4 4 5 4 26 
  
34 
35 
5 5 4 4 4 5 27 
26 4 4 5 5 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 4 4 4 4 5 25 
38 4 5 5 4 4 4 26 
39 4 4 4 5 5 5 27 
40 4 4 4 4 4 4 24 
41 4 5 4 4 5 4 26 
42 4 5 4 4 4 4 25 
43 4 4 5 5 5 4 27 
44 4 4 4 5 4 4 25 
45 4 4 5 5 4 5 27 
46 4 4 4 4 4 4 24 
47 4 4 4 4 4 4 24 
48 4 4 4 4 5 4 25 
49 5 5 4 4 4 4 26 
50 4 4 4 5 4 4 25 
51 5 5 5 5 5 5 30 
52 4 4 4 4 4 5 25 
53 4 4 5 4 4 4 25 
54 4 4 4 4 4 4 24 
55 5 4 4 4 4 4 25 
56 4 4 4 5 4 4 25 
57 5 5 4 5 4 4 27 
58 4 4 4 4 4 4 24 
59 5 4 4 4 4 4 25 
60 5 5 5 5 5 5 30 
61 5 4 4 5 4 4 26 
62 4 5 5 4 4 4 26 
63 4 4 4 4 4 4 24 
64 4 4 5 4 4 4 25 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 5 4 4 4 5 4 26 
67 4 4 4 4 4 4 24 
68 5 5 4 4 4 4 26 
69 4 4 4 4 4 4 24 
70 4 4 4 4 4 5 25 
71 4 4 4 4 4 4 24 
72 4 4 4 4 4 4 24 
  
73 4 4 4 4 4 4 24 
74 5 4 5 4 4 5 27 
75 5 4 4 5 4 4 26 
76 4 5 4 4 4 4 25 
77 5 4 4 5 5 4 27 
78 4 4 4 4 5 5 26 
79 5 4 5 4 4 4 26 
80 4 4 4 4 4 4 24 
81 4 4 5 4 4 4 25 
82 4 4 4 4 4 4 24 
83 4 5 4 4 5 4 26 
84 5 4 4 5 4 5 27 
85 5 4 4 4 4 5 26 
86 5 4 4 4 4 4 25 
87 4 4 4 4 4 4 24 
 
 
Prosedur Organisasi (X2) 
 Responden PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 Jumlah 
1 4 4 4 5 4 4 4 29 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 
3 4 5 4 5 4 4 5 31 
4 5 4 5 4 5 4 5 32 
5 5 5 3 5 5 5 5 33 
6 4 4 4 4 4 4 4 28 
7 4 4 5 4 4 4 4 29 
8 4 4 4 3 4 4 4 27 
9 5 5 5 5 5 5 5 35 
10 4 4 4 4 4 4 4 28 
11 4 4 4 4 4 5 4 29 
12 5 5 5 5 5 5 5 35 
13 5 5 3 5 4 5 4 31 
14 5 4 5 4 4 4 4 30 
15 5 3 5 4 5 5 5 32 
16 4 4 4 4 4 4 4 28 
17 5 5 5 5 5 5 5 35 
18 4 4 4 4 5 4 4 29 
  
19 5 5 5 5 5 5 5 35 
20 4 4 4 4 4 4 4 28 
21 5 4 4 5 4 4 4 30 
22 5 2 5 5 4 4 4 29 
23 5 4 5 4 4 4 4 30 
24 5 5 5 5 5 5 5 35 
25 4 4 4 5 4 4 4 29 
26 4 4 5 4 5 4 4 30 
27 5 4 5 4 4 4 4 30 
28 4 5 5 4 4 4 4 30 
29 4 4 4 3 4 4 4 27 
30 4 4 5 4 5 4 4 30 
31 5 4 4 5 5 4 4 31 
32 4 5 4 4 5 4 4 30 
33 4 5 5 4 4 4 4 30 
34 4 5 4 4 5 4 4 30 
35 5 5 4 5 4 4 5 32 
36 5 4 4 4 4 4 4 29 
37 4 4 5 5 4 4 4 30 
38 5 4 4 4 4 4 4 29 
39 5 4 4 5 4 4 4 30 
40 5 4 4 4 5 4 5 31 
41 4 5 4 4 5 4 4 30 
42 4 4 4 4 4 4 4 28 
43 4 4 4 4 4 4 4 28 
44 5 4 4 4 4 4 4 29 
45 5 5 4 4 4 4 4 30 
46 4 4 4 4 4 4 5 29 
47 4 4 4 4 4 4 4 28 
48 4 4 4 4 4 4 4 28 
49 4 5 5 4 5 4 4 31 
50 4 4 4 4 4 4 4 28 
51 4 4 4 4 4 4 4 28 
52 4 4 4 4 4 4 4 28 
53 5 4 5 5 4 4 4 31 
54 4 4 5 4 4 4 4 29 
55 4 4 5 4 4 4 4 29 
56 5 4 4 4 4 4 4 29 
57 4 3 2 5 4 4 5 27 
  
58 5 4 4 4 4 4 4 29 
59 5 5 4 4 4 4 4 30 
60 4 4 4 4 5 4 4 29 
61 5 5 5 5 5 5 5 35 
62 4 4 4 5 4 4 4 29 
63 4 4 4 4 4 4 4 28 
64 4 5 4 5 4 5 4 31 
65 4 4 4 4 4 4 4 28 
66 5 4 5 4 4 4 5 31 
67 4 4 5 4 4 4 4 29 
68 4 4 4 4 4 4 4 28 
69 4 5 4 5 5 5 4 32 
70 4 4 5 4 5 4 4 30 
71 5 4 4 4 4 4 4 29 
72 4 5 5 5 4 4 4 31 
73 4 4 5 4 4 5 5 31 
74 5 4 4 4 5 4 4 30 
75 4 5 5 3 4 4 4 29 
76 4 4 4 4 4 4 4 28 
77 4 3 2 5 4 4 4 26 
78 4 5 5 4 5 4 4 31 
79 5 4 4 5 4 4 4 30 
80 4 4 4 4 4 4 4 28 
81 5 5 4 5 4 5 4 32 
82 4 4 4 5 4 4 4 29 
83 4 4 4 4 4 4 5 29 
84 5 5 5 5 5 5 5 35 
85 5 5 5 5 5 5 5 35 
86 4 4 4 5 4 4 5 30 
87 5 5 5 5 5 5 5 35 
 
 
 
 
 
 
  
  
Strategi Organisasi (X3) 
 Responden S1 S2 S3 S4 S5 S6 Jumlah 
1 5 4 5 4 4 4 26 
2 5 3 5 5 5 4 27 
3 5 4 5 4 5 5 28 
4 4 5 4 5 4 5 27 
5 4 5 4 4 4 4 25 
6 5 4 4 5 5 5 28 
7 5 4 5 4 5 4 27 
8 5 4 5 4 4 5 27 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 4 4 4 4 5 4 25 
11 3 4 5 5 5 5 27 
12 5 5 5 5 4 4 28 
13 5 4 5 4 4 5 27 
14 4 4 4 5 5 4 26 
15 5 4 5 4 5 4 27 
16 5 5 4 4 4 4 26 
17 5 4 4 5 4 4 26 
18 4 4 5 4 4 5 26 
19 5 5 5 5 5 5 30 
20 4 5 5 4 4 5 27 
21 5 4 4 5 5 4 27 
22 5 4 4 5 5 4 27 
23 5 5 5 5 5 4 29 
24 4 5 4 5 4 4 26 
25 4 5 5 4 4 4 26 
26 5 4 4 5 4 4 26 
27 4 5 5 5 5 5 29 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 4 4 4 4 3 4 23 
30 4 4 4 5 4 4 25 
31 5 5 5 5 5 5 30 
32 4 4 4 4 4 5 25 
33 4 4 5 4 4 4 25 
34 5 4 5 4 4 4 26 
35 4 4 5 4 5 4 26 
  
36 5 4 4 4 4 4 25 
37 5 5 5 5 5 5 30 
38 5 4 4 4 4 4 25 
39 5 4 5 4 5 4 27 
40 4 5 4 5 4 4 26 
41 4 5 4 4 5 4 26 
42 4 4 4 4 4 4 24 
43 5 5 5 5 5 5 30 
44 4 4 4 4 4 4 24 
45 4 4 4 4 4 5 25 
46 5 6 4 5 4 5 29 
47 4 5 4 4 4 4 25 
48 5 4 4 4 4 4 25 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 4 4 4 4 4 4 24 
51 5 5 5 5 5 5 30 
52 4 5 4 4 4 4 25 
53 4 4 4 4 5 4 25 
54 5 5 5 4 4 4 27 
55 4 4 5 5 4 5 27 
56 4 4 4 4 4 4 24 
57 4 4 4 4 4 4 24 
58 5 5 5 5 5 5 30 
59 4 4 4 4 4 4 24 
60 4 4 4 4 4 4 24 
61 5 5 5 5 5 5 30 
62 4 4 4 4 4 4 24 
63 4 4 4 4 4 4 24 
64 5 5 5 5 5 5 30 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 4 5 4 4 4 4 25 
67 4 4 4 4 4 4 24 
68 5 4 4 4 4 4 25 
69 5 4 5 4 4 4 26 
70 4 4 4 5 5 4 26 
71 5 5 4 5 4 4 27 
72 5 4 4 4 5 4 26 
73 4 5 4 4 4 4 25 
74 4 4 4 4 4 4 24 
  
75 4 4 5 4 5 4 26 
76 4 4 4 4 4 4 24 
77 4 4 4 4 4 5 25 
78 4 4 4 5 4 4 25 
79 4 5 4 4 4 4 25 
80 4 5 4 4 4 4 25 
81 4 4 5 5 5 5 28 
82 5 4 4 4 4 4 25 
83 4 5 4 4 4 5 26 
84 5 4 4 4 4 5 26 
85 5 5 5 5 5 5 30 
86 5 5 5 5 5 5 30 
87 5 4 5 4 5 4 27 
 
Budaya Organisasi (X4) 
 Responden BO1 BO2 BO3 BO4 Jumlah 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 5 5 5 5 20 
4 5 4 5 4 18 
5 4 4 4 4 16 
6 4 4 4 4 16 
7 4 5 4 5 18 
8 4 4 4 4 16 
9 5 5 5 5 20 
10 4 4 4 4 16 
11 5 5 5 4 19 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 5 4 17 
14 4 4 4 4 16 
15 4 4 4 4 16 
16 5 5 5 5 20 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 4 16 
20 4 5 4 4 17 
21 4 5 4 4 17 
22 4 5 5 5 19 
  
23 4 4 4 4 16 
24 4 5 4 4 17 
25 4 5 4 4 17 
26 4 4 4 3 15 
27 4 5 4 4 17 
28 4 4 4 4 16 
29 4 4 4 4 16 
30 5 4 4 4 17 
31 4 5 4 4 17 
32 4 4 4 4 16 
33 4 5 4 4 17 
34 4 4 4 4 16 
35 4 5 4 4 17 
36 5 4 4 4 17 
37 4 5 4 4 17 
38 4 4 4 4 16 
39 4 4 4 4 16 
40 4 4 4 4 16 
41 4 4 4 4 16 
42 4 4 4 4 16 
43 4 4 3 4 15 
44 5 4 5 4 18 
45 5 5 4 4 18 
46 4 4 5 4 17 
47 4 4 4 4 16 
48 4 4 4 4 16 
49 4 4 4 4 16 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 4 16 
52 5 4 5 4 18 
53 5 4 4 5 18 
54 5 4 5 5 19 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 4 4 16 
57 4 5 5 4 18 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 4 5 4 5 18 
61 5 5 5 5 20 
  
62 4 4 5 4 17 
63 4 4 5 4 17 
64 4 5 4 5 18 
65 4 4 4 4 16 
66 4 4 4 4 16 
67 4 4 5 5 18 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 
70 5 5 5 5 20 
71 5 5 5 5 20 
72 4 4 4 4 16 
73 5 4 4 4 17 
74 4 4 4 4 16 
75 4 4 4 4 16 
76 4 4 4 4 16 
77 4 4 4 4 16 
78 4 4 5 4 17 
79 5 5 5 5 20 
80 4 4 4 4 16 
81 4 4 4 4 16 
82 5 5 5 5 20 
83 5 4 4 4 17 
84 5 4 4 4 17 
85 4 4 4 4 16 
86 5 4 4 4 17 
87 5 5 5 5 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( Y ) 
 Responden K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Total 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 43 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 45 
13 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 43 
14 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 43 
15 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
16 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
17 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 43 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
19 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 44 
20 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 44 
23 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 44 
24 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
25 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 43 
26 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 44 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
31 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
33 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
34 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 44 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
36 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
37 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 43 
  
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
39 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 47 
40 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 45 
41 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 43 
42 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 
43 4 4 4 4 4 6 4 4 4 5 43 
44 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
54 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
57 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
58 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
60 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
63 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 44 
64 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
66 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
70 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 44 
71 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 43 
72 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 42 
73 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 44 
74 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
  
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
79 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 43 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
83 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 44 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
85 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
86 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 44 
87 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN 3 : Hasil Perhitungan SPSS 
 
Hasil Uji Statistik Deskrptif 
 
Hasil Uji Realibilitas Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Realibilitas Prosedur  Organisasi 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Struktur Organisasi 87 24 28 25.21 1.143 
Prosedur Organisasi 87 27 35 29.46 1.413 
Strategi Organisasi 87 23 30 25.32 1.280 
Budaya Organisasi 87 15 20 16.61 .920 
Kepatuhan wajib pajak 87 38 50 41.80 2.282 
Valid N (listwise) 87     
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.638 6 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.721 7 
  
 
Hasil Uji Realibilitas Strategi  Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Realibilitas Budaya Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan wajib pajak  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.783 10 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.708 6 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.756 4 
  
Uji Validitas Struktur Organisasi 
 
Correlations 
  
SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 
Struktur 
Organisasi 
SO1 Pearson Correlation 1 .241
*
 .092 .327
**
 .294
**
 .206 .621
**
 
Sig. (2-tailed)  .025 .395 .002 .006 .056 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
SO2 Pearson Correlation .241
*
 1 .198 .066 .197 .095 .487
**
 
Sig. (2-tailed) .025  .066 .546 .067 .384 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
SO3 Pearson Correlation .092 .198 1 .337
**
 .169 .252
*
 .576
**
 
Sig. (2-tailed) .395 .066  .001 .118 .018 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
SO4 Pearson Correlation .327
**
 .066 .337
**
 1 .304
**
 .351
**
 .677
**
 
Sig. (2-tailed) .002 .546 .001  .004 .001 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
SO5 Pearson Correlation .294
**
 .197 .169 .304
**
 1 .270
*
 .604
**
 
Sig. (2-tailed) .006 .067 .118 .004  .011 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
SO6 Pearson Correlation .206 .095 .252
*
 .351
**
 .270
*
 1 .610
**
 
Sig. (2-tailed) .056 .384 .018 .001 .011  .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
Struktur 
Organisasi 
Pearson Correlation .621
**
 .487
**
 .576
**
 .677
**
 .604
**
 .610
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 87 87 87 87 87 87 87 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
Uji Validitas Prosedur Organisasi 
 
 
 
 
  
Correlations 
  
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 
Prosedur 
Organisasi 
PO1 Pearson Correlation 1 .141 .179 .346
**
 .244
*
 .377
**
 .370
**
 .593
**
 
Sig. (2-tailed)  .193 .098 .001 .023 .000 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
PO2 Pearson Correlation .141 1 .248
*
 .197 .382
**
 .455
**
 .238
*
 .627
**
 
Sig. (2-tailed) .193  .020 .067 .000 .000 .027 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
PO3 Pearson Correlation .179 .248
*
 1 -.068 .300
**
 .199 .175 .512
**
 
Sig. (2-tailed) .098 .020  .534 .005 .065 .105 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
PO4 Pearson Correlation .346
**
 .197 -.068 1 .184 .473
**
 .376
**
 .558
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .067 .534  .088 .000 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
PO5 Pearson Correlation .244
*
 .382
**
 .300
**
 .184 1 .455
**
 .410
**
 .664
**
 
Sig. (2-tailed) .023 .000 .005 .088  .000 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
PO6 Pearson Correlation .377
**
 .455
**
 .199 .473
**
 .455
**
 1 .552
**
 .769
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .065 .000 .000  .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
PO7 Pearson Correlation .370
**
 .238
*
 .175 .376
**
 .410
**
 .552
**
 1 .676
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .027 .105 .000 .000 .000  .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
Prosedur 
Organisasi 
Pearson Correlation .593
**
 .627
**
 .512
**
 .558
**
 .664
**
 .769
**
 .676
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 87 87 87 87 87 87 87 87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  
Uji Validitas Strategi Organisasi 
 
 
Correlations 
  
S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Strategi 
Organisasi 
S1 Pearson Correlation 1 .111 .375
**
 .259
*
 .313
**
 .163 .587
**
 
Sig. (2-tailed)  .305 .000 .015 .003 .131 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
S2 Pearson Correlation .111 1 .139 .327
**
 .069 .312
**
 .520
**
 
Sig. (2-tailed) .305  .200 .002 .524 .003 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
S3 Pearson Correlation .375
**
 .139 1 .249
*
 .491
**
 .438
**
 .697
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .200  .020 .000 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
S4 Pearson Correlation .259
*
 .327
**
 .249
*
 1 .455
**
 .393
**
 .694
**
 
Sig. (2-tailed) .015 .002 .020  .000 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
S5 Pearson Correlation .313
**
 .069 .491
**
 .455
**
 1 .295
**
 .681
**
 
Sig. (2-tailed) .003 .524 .000 .000  .006 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
S6 Pearson Correlation .163 .312
**
 .438
**
 .393
**
 .295
**
 1 .665
**
 
Sig. (2-tailed) .131 .003 .000 .000 .006  .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 
Strategi 
Organisasi 
Pearson Correlation .587
**
 .520
**
 .697
**
 .694
**
 .681
**
 .665
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 87 87 87 87 87 87 87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  
Uji Validitas Budaya Organisasi 
 
Correlations 
  
BO1 BO2 BO3 BO4 
Budaya 
Organisasi 
BO1 Pearson Correlation 1 .273
*
 .506
**
 .468
**
 .736
**
 
Sig. (2-tailed)  .010 .000 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 
BO2 Pearson Correlation .273
*
 1 .334
**
 .542
**
 .710
**
 
Sig. (2-tailed) .010  .002 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 
BO3 Pearson Correlation .506
**
 .334
**
 1 .521
**
 .780
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 .000 
N 87 87 87 87 87 
BO4 Pearson Correlation .468
**
 .542
**
 .521
**
 1 .822
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 87 87 87 87 87 
Budaya Organisasi Pearson Correlation .736
**
 .710
**
 .780
**
 .822
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 87 87 87 87 87 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
  
 
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Correlations 
  
KI K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Kepatuhan wajib 
pajak 
KI Pearson Correlation 1 .163 .188 .154 .490
**
 .115 .267
*
 .233
*
 .202 .077 .462
**
 
Sig. (2-tailed)  .131 .081 .155 .000 .290 .012 .030 .060 .476 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K2 Pearson Correlation .163 1 .277
**
 .338
**
 .196 .220
*
 .480
**
 .563
**
 .051 .333
**
 .629
**
 
Sig. (2-tailed) .131  .010 .001 .069 .040 .000 .000 .641 .002 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K3 Pearson Correlation .188 .277
**
 1 .329
**
 .234
*
 .264
*
 .295
**
 .240
*
 .255
*
 .049 .534
**
 
Sig. (2-tailed) .081 .010  .002 .029 .013 .006 .025 .017 .655 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K4 Pearson Correlation .154 .338
**
 .329
**
 1 .329
**
 .450
**
 .178 .410
**
 .290
**
 .367
**
 .687
**
 
Sig. (2-tailed) .155 .001 .002  .002 .000 .099 .000 .006 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K5 Pearson Correlation .490
**
 .196 .234
*
 .329
**
 1 .055 .216
*
 .240
*
 .167 .049 .493
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .069 .029 .002  .615 .044 .025 .121 .655 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K6 Pearson Correlation .115 .220
*
 .264
*
 .450
**
 .055 1 .051 .308
**
 .289
**
 .582
**
 .599
**
 
Sig. (2-tailed) .290 .040 .013 .000 .615  .642 .004 .007 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K7 Pearson Correlation .267
*
 .480
**
 .295
**
 .178 .216
*
 .051 1 .293
**
 .317
**
 .275
*
 .570
**
 
Sig. (2-tailed) .012 .000 .006 .099 .044 .642  .006 .003 .010 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K8 Pearson Correlation .233
*
 .563
**
 .240
*
 .410
**
 .240
*
 .308
**
 .293
**
 1 .104 .443
**
 .669
**
 
Sig. (2-tailed) .030 .000 .025 .000 .025 .004 .006  .336 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K9 Pearson Correlation .202 .051 .255
*
 .290
**
 .167 .289
**
 .317
**
 .104 1 .406
**
 .519
**
 
Sig. (2-tailed) .060 .641 .017 .006 .121 .007 .003 .336  .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
K10 Pearson Correlation .077 .333
**
 .049 .367
**
 .049 .582
**
 .275
*
 .443
**
 .406
**
 1 .630
**
 
Sig. (2-tailed) .476 .002 .655 .000 .655 .000 .010 .000 .000  .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
Kep
atuh
Pearson Correlation .462
**
 .629
**
 .534
**
 .687
**
 .493
**
 .599
**
 .570
**
 .669
**
 .519
**
 .630
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
  
 
an 
waji
b 
paja
k 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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